REPUBLIK INDONESIA

No.1023, 2020 LKPP. Hasil Evaluasi Jabatan di Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Perubahan.
PERATURAN

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
HASIL EVALUASI JABATAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi
Pemerintah serta untuk menindaklanjuti hasil evaluasi
jabatan untuk memperoleh nilai jabatan (job value) dan
kelas jabatan (job class) bagi kelas jabatan Auditor dan
Widyaiswara di Lembaga  Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, perlu menyempurnakan
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hasil Evaluasi Jabatan di Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;
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Mengingat

Menetapkan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 314);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1636);

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA  KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN
2012 TENTANG HASIL EVALUASI JABATAN DI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
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Pasal 1
Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hasil Evaluasi Jabatan di
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hasil Evaluasi Jabatan di
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 603),
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Lembaga ini.

Pasal 2
Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan
Lampiran II Keputusan ini dibayarkan terhitung sejak

pejabat/pegawai diangkat ke dalam jabatan tersebut.

Pasal 3
Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2020

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



LAMPIRAN I
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PERATURAN LEMBAGA  KEBIJAKAN

PENGADAAN

BARANG/JASA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN

KEPALA LEMBAGA

PENGADAAN

KEBIJAKAN
BARANG /JASA

PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG HASIL EVALUASI JABATAN DI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG /JASA PEMERINTAH

No NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN
1 2 4
1 Sekretaris Utama 16
Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata

2 15
Laksana

3 Kepala Bagian Program dan Anggaran 12

+ Kepala Subbagian Program 9

5 Kepala Subbagian Anggaran 9

6 Kepala Bagian Evaluasi, Pengendalian dan 14
Pelaporan

7 Kepala Subbagian Evaluasi, Pengendalian dan °
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja I

8 Kepala Subbagian Evaluasi, Pengendalian dan °
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja II

9 Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana 12

10 | Kepala Subbagian Organisasi 9
11 Kepala Subbagian Tata Laksana 9
12 | Kepala Biro Umum dan Keuangan 15

Kepala Bagian Pengadaan dan Pengelolaan Barang
an Milik Negara -

www.peraturan.go.id
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No NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN

1 2

14 | Kepala Subbagian Pengadaan 9

)= Kepala Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara 9
(BMN) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

16 |Kepala Bagian Keuangan 12

17 Kepala Subbagian Kas, Perbendaharaan dan o
Pelaporan Keuangan

18 | Kepala Subbagian Verifikasi Anggaran 9

19 Kepala Bagian Tata Usaha, Karsipan dan Rumah 19
Tangga

20 | Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kearsipan 9

21 Kepala Subbagian Rumah Tangga 9

a2 Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan 18
Kepegawaian

23 | Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat 12

24 | Kepala Subbagian Hukum 9

25 | Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat 9

26 | Kepala Bagian Sistem Informasi 12

27 | Kepala Subbagian Data dan Informasi 9

a8 Kepala Subbagian Teknologi Informasi dan o
Komunikasi

29 | Kepala Bagian Kepegawaian 12

30 | Kepala Subbagian Pengadaan dan Mutasi 9

31 Kepala Subbagian Pengembangan 9

49 Deputi bidang Pengembangan Strategi dan 18
Kebijakan

a3 Direktur Pengembangan Strategi dan 18
Pengembangan Kebijakan Pengadaan Umum
Kepala Subdirektorat Perumusan Kebijakan

34 12
Pengadaan Umum

as Kepala Seksi Pengkajian Strategi dan Kebijakan o
Pengadaan Umum

2 Kepala Seksi Penyusunan Strategi dan Kebijakan .
Pengadaan Umum

a5 Kepala Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi dan 35
Diseminasi Kebijakan Pengadaan Umum

ag Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi o
Pelaksanaan Kebijakan Pengadaan Umum

www.peraturan.go.id
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No NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN
1 2 4

a8 Kepala Seksi Diseminasi Kebijakan Pengadaan o
Umum

40 Direktur Pengembangan Strategi dan 18
Pengembangan Kebijakan Pengadaan Khusus

41 Kepala Subdirektorat Perumusan Kebijakan 12
Pengadaan Khusus
Kepala Seksi Perumusan Kebijakan Pengadaan

42 9
Khusus I
Kepala Seksi Perumusan Kebijakan Pengadaan

43 9
Khusus II
Kepala Subdirektorat Implementasi Kebijakan

A Pengadaan Khusus 12

45 Kepala Seksi Implementasi Kebijakan Pengadaan o
Khusus I

46 Kepala Seksi Implementasi Kebijakan Pengadaan 2
Khusus II

47 Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan 18
Kerjasama Internasional

48 | Kepala Subdirektorat Iklim Usaha 12

49 | Kepala Seksi Pengembangan Pelaku Usaha 9

50 | Kepala Seksi Kesempatan Usaha 9

51 Kepala Subdirektorat Kerja Sama Internasional 12

52 | Kepala Seksi Multilateral 9

53 | Kepala Seksi Bilateral 9

54 Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan 18
Pengembangan Sistem Pengadaan
Direktur Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi

55 1s
Pengadaan

56 | Kepala Subdirektorat Perencanaan Pengadaan 12

57 Kepala Seksi Perencanaan Pengadaan o
Kementerian /Lembaga

58 Kepala Seksi Perencanaan Pengadaan Pemerintah o
Daerah

50 Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi 12
Kinerja Pelaksanaan Pengadaan

60 Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Kinerja o
Pelaksanaan Pengadaan Kementerian /Lembaga

www.peraturan.go.id
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No NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN
1 2 4

&1 Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Kinerja o
Pelaksanaan Pengadaan Pemerintah Daerah

62 | Direktur Pengembangan Sistem Katalog 15

63 Kepala Subdirektorat Pengembangan Kebijakan dan 12
Monitoring Evaluasi Sistem Katalog

64 | Kepala Seksi Kebijakan Katalog 9

65 | Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Katalog 9

66 | Kepala Subdirektorat Pengelolaan Katalog Nasional 12

67 | Kepala Seksi Prakatalog 9

68 | Kepala Seksi Pasca Katalog 9

60 Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara 18
Elektronik

70 Kepala Subdirektorat Pengembangan Aplikasi dan 19
Teknologi Informasi

71 Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi SPSE 9

7 Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi o
SPSE

73 Kepala Subdirektorat Pengelolaan Layanan 12
Pengadaan Secara Elektronik

74 Kepala Seksi Layanan Dukungan Pengguna Sistem 9
Pengadaan Secara Elektronik

5 Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Layanan 9
Pengadaan Secara Elektronik

76 Deputi bidang Pengembangan dan Pembinaan 16
Sumberdaya Manusia

77 | Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan 15
Kepala Subdirektorat Standar Kompetensi dan

78 12
Kelembagaan

79 | Kepala Seksi Standar kompetensi 9

80 | Kepala Seksi Kelembagaan Pengadaan 9

a1 Kepala Subdirektorat Pengembangan Sumber Daya 19
Manusia Pengelola Pengadaan

a2 Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia °
Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan

a3 Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia o
Non Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan

84 | Direktur Sertifikasi Profesi 15

www.peraturan.go.id
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No NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN
1 2 4

85 | Kepala Subdirektorat Sistem dan Sarana Sertfikasi 12

86 | Kepala Seksi Sistem Sertifikasi 9

87 | Kepala Seksi Sarana Sertifikasi 9

88 | Kepala Subdirektorat Tata Kelola Sertifikasi 12

a9 Kepala Seksi Tata Kelola Sertifikasi Pejabat o
Fungsional

90 Kepala Seksi Tata Kelola Sertifikasi Non Pejabat o
Fungsional

91 Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah 16

92 | Direktur Advokasi Pemerintah Pusat 15
Kepala Subdirektorat Advokasi Pemerintah Pusat

93 | Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Bidang 12
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

94 Kepala Seksi Advokasi Pemerintah Pusat Bidang 9
Politik, Hukum dan Keamanan

a5 Kepala Seksi Advokasi Pemerintah Pusat Bidang o
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

5% Kepala Subdirektorat Advokasi Pemerintah Pusat 35
Bidang Perekonomian dan Bidang Kemaritiman

o7 Kepala Seksi Advokasi Pemerintah Pusat Bidang o
Perekonomian

o8 Kepala Seksi Advokasi Pemerintah Pusat Bidang 2
Kemaritiman

99 | Direktur Advokasi Pemerintah Daerah 15

100 Kepala Subdirektorat Pemerintah Daerah Wilayah 19
Barat

101 | Kepala Seksi Pemerintah Daerah Wilayah Barat 1 9

102 | Kepala Seksi Pemerintah Daerah Wilayah Barat I1 9
Kepala Subdirektorat Pemerintah Daerah Wilayah

103 i 12
Timur

104 | Kepala Seksi Pemerintah Daerah Wilayah Timur I 9

105 | Kepala Seksi Pemerintah Daerah Wilayah Timur II 9

106 | Direktur Penanganan Permasalahan Hukum 15
Kepala Subdirektorat Penanganan Sengketa

107 12
Kontrak

108 Kepala Seksi Penanganan Permasalahan Sengketa 9
Kontrak Wilayah Barat

www.peraturan.go.id
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-10-

No NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN
1 2 4

100 Kepala Seksi Penanganan Permasalahan Sengketa o
Kontrak Wilayah Timur

110 | Kepala Subdirektorat Dukungan Penegakan Hukum 12

111 Kepala Seksi Pengelolaan Keterangan Ahli o
Pengadaan

112 | Kepala Seksi Pengelolaan Pengaduan 9

113 | Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan PBJ 15

114 Kepala Bidang Pengembangan Program dan 12
Pemantauan Evaluasi

115 | Kepala Subbidang Program dan Kurikulum 9

116 | Kepala Subbidang Pemantauan dan Evaluasi 9

117 Kepala Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan 19
Pelatihan

118 | Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis 9

119 Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan o
Fungsional

120 | Kepala Subbagian Tata Usaha Pusdiklat PBJ 9

121 | Inspektur 15

122 | Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat 9

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG /JASA

PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

www.peraturan.go.id



2020, No.1023

-11-

VNVSHVTHEd
[ I [ 1 0T 1 cT T cT I cL z cT ST 1 |oss | ¢ ccL 9 spivaisav | €
oz T oz z 0T 1 01 1 ez 1 cT I <z <z 1 |ooT | € 0LE £ IANWADNEd | 1
le~1 lo~1
le~1 ) Y ) (g~T 19a27) (g~1
[2a97) ¥ w-1: (g~T 2a27) | ynreSuag masn (g~T 12427) | [oae7]) ue lo-1
Hisid uedunqnyg 2 s3] [2a9) ue | weyeqep | ueyeqEp
efzay PEqld "qnH 2 uewiopag | semeluag uejeqeEQ BWEN oN
weinjuny uenfng - syedwoy nyejafusyg | eviiey seey
H3urT 6 9 ¥OoLMVd | dny3upy ¥y € ¥OLMVd A
VOLMVA . &PV S ¥OLMVd » doiuva | FAOLAV4
VOLMVA WOLMVA
HV.ININIWAd
VSVr/ONVavd NVVAVONId NVAVCIgEN VOVANAT

I NVLVEVC ISVNTVAE TISVH ONVINHL TIOZ NNHVL T
MOWON HVINNIAWIAd VSVI/DNVIVE NVVAVONEd NIV IEEN
VOVENIT VIVdEN NVANLVIEd SVLV VNAaM NVHVENNAd
ONV.LNHL

0Z0T NNHV.L 6 ¥ONON

VISANOANI MI'TgNdTN HVININIAWEd VSVI/DNVIVE
NVVAVONEd NVAVCIGEN YVOVANAT NVANLVIEd
II NVAIdINVT

www.peraturan.go.id



-12-

2020, No.1023

YNVIHEd

oS 51 €L oSt ST €T osL (11NN NYVIVMYDIdIN | LI
SITVNY
Vanm

oc o9 cL oSt crl CLT ocL CePl NN-33d NYUENLVYEd | 91
DNVONVHE
YNVIMEL

oc 09 cL oSt ct cT ocL Cril NN-33d NVUENLYYEd | 1
DNYVONVHE

oc cT oct cL cTl CLT ocL 09+1 YONW VNYONIYEd | +1
YIV.LIEEd

oS T cL oSt ST cT ocL orrt VNVONENE El

oS 51 €L SL ST €T osL SEOT NYVONVIEN VIVNEd | €1
NINE

oc cT cL cL ct cT ocL CEOT NMS a4 11

oS T cL cL ST cT ocL CEOT NYHYH NNSNANAD | 01
NYDNYIHEM

oc o1 ST SL SE SC oss OFL HOLVHIAIEAA 5]

oz cT T cL ct cT occ cct YIVO HYVIODNAD | B

oz cT T cL ct cT occ cct YIOTADNEd | L
ISVALALLYES

oz o1 cT cL ST cT occ oL R —— o
NYJVHONITIHEL

og o1 cg cL ct cT occ cct INIRCOVONEd c
MNNn

og cC T cL cC cC occ cct ININOVONTd t
NVLOACNYT

oz cT cT cL ST STl occ ccE YNVENYTE £
SEVAISHY

www.peraturan.go.id



2020, No.1023

-13-

0T o ST CTE oSt oSt 056 CEPT £1 YWYLN H0LIONY | €8
YNV LMAd

oz o cL 0sT ST STl 0cL 08Tl 2 vavmeiviaim | 'E

oz =4 oSt oS STl A | 0sL coEl 6 YONW VIVMSIVATIAN | OF

oz oz ocT CET CLT CLT 0S6 0E6T 11 YAQVIN VIVMSIVAAIN | 6T

0T o ST CTE oSt oSt 056 CEPT £1 YRYLN VEVMSIVAQIN | 8T
I AR
YEVL/ONYHYE

oz oz cL oL oo STl 0cL SOT1 ] ot | 48
YIOTADNE
YWYLAEd ITHY

0T e cL 0S1 STl STl 0cL 08TI ] HVEVISEE BTy | 90
VOMM

oS 4 cL 0S1 ST SLT 0sL 09%1 6 N — 5|
I AR

oS o1 cL 0S1 L STl 0cL CHTT ] T LANON VL 5 T
¥ITHANED

0T 4 cL Sl ST STI 0sL SOTT 2 ST e wives | B0
NYLOCNYT

oz o1 cL oL o STl 0sg 068 L YHNYENYTEd | €T
HALNdWOM YIVNYHd
YHYSNYTHd

0T o1 cL oL ST ol 05 064 ] R 5 1T
YIVLNAd

oS 09 cL oS oo et 0cL CFIT 2 NV IVIVAEL ot
LI ARG

oS 09 cL oST ST il 0L SFIIT ] R 3 61

oS et oS1 oL ) ClT 0cL 0ot 1 6 VEIR VIV O Bl

EITVNY

www.peraturan.go.id



-14-

2020, No.1023

OILNYSNS IO INOXM
PH
‘HYLNIMAWID

VEVT/DNVEYVE NVVAOVDNTd
NYHYIIHEN VOYHWHT VIvdEXd

og 1 cC [ cL A oSt E crl T STl ocL DBTI B YHYLEAEd HOLIONY | S
oz 1 cT 4 oSt E oSt E crl 4 STl ocL CCET i1 YONW H0LIaOnNyY | +E
og 1 T & oSt E CET t CLE E CLT 0ch6 DEGI 11 VAOVIW HOLIONY | EE

www.peraturan.go.id





